SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang setiap tahunnya
melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan serta menyampaikan
laporan setelah selesai inventarisasinya,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penatausahaan Persediaan; |

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PERSEDIAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1

2.

10.
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. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

. Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/pihak
ketiga.

. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

. Pejabat Penatausahaan Barang yang selanjutnya disebut Pejabat

Penatausahaan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam
hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang Kkewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah dalam hal ini adalah Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah. '

. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dalam
hal ini adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah.

Kepala Unit Pemakai Barang Sekolah/Puskesmas Kelurahan/
Setaranya yang selanjutnya disebut Kepala UPB Sekolah/
Puskesmas Kelurahan/Setaranya adalah Kepala Sekolah/Kepala
Puskesmas Kelurahan/Setaranya yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang wuntuk melaksanakan tugas penatausahaan dan
pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Sekolah/
Puskesmas Kelurahan/Setaranya.

. Pejabat Penatausahaan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat PPB-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungs: tata usaha Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang, dalam hal ini adalah Kepala Tata Usaha/
Kepala Subbagian Umum pada Pengguna Barang.
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Pejabat Penatausahaan Barang Unit Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPB-UKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna
Barang, dalam hal ini adalah Kepala Tata Usaha pada Kuasa
Pengguna Barang. ‘

Pejabat Penatausahaan Barang Unit Pemakai Barang yang
selanjutnya disingkat PPB-UPB adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha Barang Milik Daerah, dalam hal ini adalah
Kepala Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya.

Pengurus Barang Pengguna Barang yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah jabatan fungsional umum yang diserahi
tugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah termasuk
persediaan pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu Kuasa Pengguna yang selanjutnya
disebut Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional
umum yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
Barang Milik Daerah termasuk persediaan pada Kuasa Pengguna
Barang.

Pengurus Barang UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya
yang selanjutnya disebut Pengurus Barang UPB adalah jabatan
fungsional umum yang diserahi tugas untuk menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan Barang Milik Daerah termasuk persediaan pada UPB
Sekolah /Puskesmas Kelurahan/Setaranya.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna selanjutnya disebut
Pembantu Pengurus Barang adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.

Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.

Unit Pemakai Barang yang selanjutnya disingkat UPB adalah
SKPD atau UKPD atau bidang atau unit pengelola dari SKPD atau
UKPD yang menggunakan Barang Milik Daerah.

Gudang/Tempat Penyimpanan adalah suatu ruangan atau
tempat penyimpanan baik yang tertutup maupun yang terbuka
yang dipakai untuk tempat penyimpanan barang dan tempat
tersebut tidak untuk umum.

Pemakai Persediaan yang selanjutnya disebut Pemakai adalah
Bagian/Bidang/Subbidang/Seksi/Subbagian yang memakai/
menggunakan persediaan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan Barang Milik Daerah dan jasa termasuk persediaan.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan,
penyelenggaraan dan pengaturan persediaan di dalam ruangan/
tempat tertentu.
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Penyaluran/Pendistribusian adalah kegiatan untuk menyalurkan/
mengirimkan persediaan dari gudang/tempat penyimpanan ke
pemakai.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar
semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan persediaan dalam bentuk fisik, dokumen
administratif dan tindakan upaya hukum.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/
kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan
persediaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan persediaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Fisik Persediaan adalah kegiatan untuk melakukan
penghitungan, pencatatan, pendaftaran dan penilaian persediaan
dalam gudang/tempat penyimpanan pada saat tertentu.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai
persediaan.

Kartu Persediaan adalah catatan/buku dalam bentuk lembaran
untuk mencatat/membukukan persediaan yang masuk dan
keluar dari gudang/tempat penyimpanan di bawah pengurusan
dan tanggung jawab Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu/ Pengurus Barang UPB.

Laporan Mutasi Persediaan Bulanan adalah Laporan bulanan
yang dibuat oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/
Pengurus Barang UPB yang memuat informasi jumlah unit, nilai
dan kondisi persediaan dalam jangka waktu 1 {satu) bulan untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna .
Barang/Kuasa Pengguna Barang/Kepala UPB Sekolah/Puskesmas
Kelurahan/Setaranya setelah ditelii oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang/Kuasa Barang Pengguna/UPB.

Laporan Persediaan Semesteran adalah laporan yang memuat
jumlah, nilai dan kondisi persediaan dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.

Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang memuat
jumlah, nilai dan kondisi persediaan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan/Perolchan
selanjutnya disingkat dengan BAST Pengadaan/Perolechan adalah
dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara
pihak yang menyerahkan persediaan ke Pengurus Barang.

Berita Acara Serah Terima Barang Distribusi/Pengeluaran
selanjutnya disebut dengan BAST Distribusi/Pengeluaran adalah
dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dengan pihak
yang menerima barang tersebut berdasarkan dokumen Surat
Perintah Penyaluran Barang.
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Surat Permintaan Barang yang selanjutnya disingkat SPB adalah
surat permintaan persediaan yang dibuat oleh Pemakai Barang
kepada PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB melalui Pengurus Barang/
Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB untuk
mengeluarkan /mendistribusikan barang dari Gudang/Tempat
Penyimpanan barang.

Surat Perintah Penyaluran Barang yang selanjutnya disingkat
SPPB adalah surat persetujuan atas Surat Permintaan Barang
(SPB) yang diterbitkan oleh PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB
untuk mengeluarkan/mendistribusikan barang dari Gudang/
Tempat Penyimpanan barang kepada pemakai persediaan yang
membutuhkan.

Stock Opname adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan
secara fisik atas jumlah dan kondisi persediaan di Gudang/
Tempat Penyimpanan secara periodik atau pada saat tertentu.

Beban Persediaan adalah barang persediaan yang sudah
dikeluarkan dari gudang SKPD/UKPD untuk kegiatan operasional
SKPD/UKPD.

Ruang Lingkup Persediaan adalah barang yang berada dalam
pengamanan atau pengelolaan penyimpan/pengurus barang di
gudang SKPD/UKPD.

Persediaan Bahan Pakai Habis adalah persediaan yang digunakan
dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Contohnya alat
tulis kantor.

Persediaan Bahan/Material adalah persediaan yang akan
digunakan dalam proses produksi. Contohnya bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian. '

Persediaan Barang Lainnya adalah persediaan barang yang akan
diberikan Kepada Pihak Ketiga dalam rangka kegiatan
pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman. ,
Hibah dari Persediaan adalah hibah yang diterima atau diberikan
berupa persediaan dari atau kepada instansi lain, pemerintah
pusat, masyarakat dan pihak lain.

Nilai Perolehan Persediaan adalah harga pembelian persediaan

ditambah pajak dan biaya-biaya lainnya sampai persediaan
tersebut dapat dipakai.

BAB II
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Bagian Kesatu

Persediaan

Pasal 2

(1) Klasifikasi persediaan dibagi menjadi : Persediaan Bahan Pakai

Habis, Persediaan Bahan/Material dan Persediaan Barang Lainnya.

(2) Persediaan diperoleh dari hasil- Pengadaan/perolehan lainnya

yang sah, dengan bagan alur sebagaimana tercantum dalam
Bagan la Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
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Setiap persediaan yang akan didistribusikan kepada pemakai
persediaan harus disetujui oleh PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-
UPB, dengan bagan alur sebagaimana tercantum dalam Bagan
2a dan Bagan 2b Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
Persediaan harus ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan
oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus
Barang UPB, dengan bagan alur sebagaimana tercantum dalam
Bagan 3a dan Bagan 3b Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Sarana Penatausahaan yang digunakan dalam Penatausahaan
persediaan, terdiri atas :

a. Kartu Persediaan;
b. BAST Pengadaan/Perolehan,;
c. BAST Distribusi/Pengeluaran;
d. SPB;
e. SPPB;
f. berita acara pemeriksaan fisik persediaan;
g. laporan persediaan; dan
h. Laporan Mutasi Persediaan Bulanan.
Format sarana Penatausahaan Persediaan sebagaifnana
dimaksud pada ayat (J) tercantum dalam Format 1 Lampiran II
Peraturan Gubernur ini. :
Persediaan yang berasal dari hibah dicatat ke Kartu Persediaan
dan disimpan di tempat penyimpanan, dengan bagan alur sebagaimana
tercantum dalam Bagan 1b Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Pejabat Pelaksana Pengelolaan BMD
Pasal 3
Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.

Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :

a. menetapkan kebijjakan pengelolaan Persediaan; dan
b. menetapkan pejabat yang mengurus Persediaan.

Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang berwenang dan
bertanggung jawab :

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Pengadaan
Persediaan; :

b. mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan
Persediaan; dan

c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Persediaan.
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Kepala Badan Pengelola Aset Daerah sebagai Pejabat
Penatausahaan berwenang dan bertanggung jawab :

a. membantu Pengelola Barang dalam meneliti dan memberikan
pertimbangan persetujuan rencana kebutuhan Pengadaan
Persediaan kepada Pengelola Barang;

b. membantu Pengelola Barang dalam mengatur pelaksanaan
pemusnahan dan penghapusan Persediaan; dan

c. membantu Pengelola Barang dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian atas pengelolaan Persediaan.

Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang, berwenang dan
bertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan ‘penganggaran
Persediaan bagi SKPD yang dipimpinnya;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Persediaan yang
berada dalam penguasaannya, '

c. menggunakan Persediaan yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara Persediaan yang berada
dalam penguasaannya,

e. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan Persediaan;

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Persediaan yang ada dalam penguasaannya; dan

g. menyusun dan menyampaikan Laporan Mutasi Persediaan
Bulanan, Laporan Persediaan Semesteran dan Laporan
Persediaan Tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang.

Kuasa Pengguna Barang sebagai Kepala Unit Kerja berwenang
dan bertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
Persediaan bagi UKPD yang dipimpinnya;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Persediaan yang
berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan Persediaan yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UKPD
yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara Persediaan yang berada
dalam penguasaannya;

e. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan Persediaan,;

{. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Persediaan yang ada dalam penguasaannya; dan
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g. menyusun dan menyampaikan Laporan Mutasi Persediaan
Bulanan, Laporan Persediaan Semesteran dan Laporan
Persediaan Tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.

Kepala UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan Setaranya merupakan
pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan persediaan yang
berada dalam penguasaannya di UPB Sekolah/Puskesmas
Kelurahan/Setaranya dengan sebaik-baiknya, yang berwenang
dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Persediaan
bagi UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya yang
dipimpinnya;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Persediaan yang
berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan Persediaan yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPB
Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara Persediaan yang berada
dalam penguasaannya;

e. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan Persediaan,

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Persediaan yang ada dalam penguasaannya; dan

g. menyusun dan menyampaikan Laporan Mutasi Persediaan,
Laporan Persediaan Semesteran dan Laporan Persediaan

Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Penguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang

Pasal 4

PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB ditunjuk oleh Pengguna Barang/

- Kuasa Pengguna Barang.

PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Persediaan
pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/UPB Sekolah/
Puskesmas Kelurahan/Setaranya,;

b. meneliti pencatatan dan inventarisasi Persediaan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/
Pengurus Barang UPB,;
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c. menyiapkan usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan Persediaan pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang/UPB Sckolah/Puskesmas Keluarahan/
Setaranya; '

d. meneliti Laporan Mutasi Persediaan Bulanan, Laporan
Persediaan Semesteran dan Tahunan yang dilaksanakan oleh
Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

e. memberikan persetujuan atas SPB dengan menerbitkan SPPB
untuk mengeluarkan BMD dari Gudang/Tempat Penyimpanan;
dan

f. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kondisi fisik Persediaan.

Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh
Gubernur atas usul Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus Barang UPB ditetapkan oleh Kepala SKPD atas usul
Kepala UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan /Setaranya.

Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang
UPB mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Persediaan dalam
Gudang/Tempat Penyimpanan secara tertib dan teratur.

Pembantu Pengurus Barang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang
UPB mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. meneliti dan menghimpun dokumen Pengadaan Persediaan
yang diterima,

b. meneliti jumlah dan kondisi persediaan yang diterima sesuai
dengan dokumen Pengadaan;

c. mencatat persediaan yang diterima dan/atau dikeluarkan dari
Gudang/Tempat Penyimpanan ke dalam Kartu Persediaan;

d. melaksanakan pengamanan persediaan di Gudang/Tempat
Penyimpanan baik dari pencurian maupun kerusakan;

e. Stock Opname secara berkala ataupun insidentil terhadap
Persediaan yang ada di Gudang/Tempat Penyimpanan; dan

f. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran Persediaan
dan Stock Opname kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang/Kepala UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya
secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Format Kartu Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf ¢ sesuai format 1 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Berita Acara Serah Terima Barang Dropping/Mutasi antara Unit
Kerja merupakan dasar mencatat persediaan yang diterima
dan/atau dikeluarkan dari Gudang/Tempat Penyimpanan ke
dalam Kartu Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf ¢ sesuai Format 4 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Penerimaan Persediaan

Pasal 5

Setiap Persediaan dari hasil Pengadaan dan perolehan lainnya
yang sah sebelum diserahkan kepada Pengurus Barang/
Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB, wajib
dilakukan pemeriksaan dari aspek jumlah, mutu, spesifikasi dan
kondisinya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang
dan/atau SPK dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber
perolehan lainnya.

Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan
persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang
dan/atau SPK dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber
perolehan lainnya, maka Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu/Pengurus Barang UPB harus menolak barang yang
bersangkutan.

Bagan alur hasil Pengadaan/perolehan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bagan la Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Pengamanan Persediaan
Pasal 6

Pemeliharaan Persediaan dimaksudkan agar persediaan tetap
dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga
kebersihan, keteraturan dan kerapian di Gudang/Tempat
Penyimpanan. '

Pemeliharaan Persediaan dilakukan oleh Pengurus Barang/
Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB.

Pasal 7

Pengamanan fisik Persediaan dilakukan :

a. menempatkan barang sesual dengan frekuensi pengeluaran
jenis barang;

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam Gudang/
Tempat Penyimpanan, jika diperlukan;

c. menyediakan Gudang/Tempat Penyimpanan persediaan;
d. melindungi Gudang/Tempat Penyimpanan persediaan;

e. menambah prasarana penanganan Persediaan di gudang, jika
diperlukan;
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f. menghitung fisik Persediaan secara periodik;

g. melakukan fumigasi/anti jamur/anti rayap di Gudang/
Tempat Penyimpanan Persediaan secara berkala;

h. melakukan dokumentasi fotografi/digital/sejenis; dan
i. melakukan Pengamanan Persediaan.

Pengamanan administrasi Persediaan dilengkapi dengan :
a. Kartu Persediaan,

b. BAST Pengadaan/Perolehan;

c. BAST Distribusi/Pengeluaran;

d. berita acara pemeriksaan fisik Stock Opname;

e. SPPB;

f. Laporan Persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/
UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya Bulanan/
Semesteran/Tahunan; dan

g. dokumen pendukung lainnya.

Pengamanan hukum Persediaan dilakukan, dengan melakukan
pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-
pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan
Persediaan akibat kesengajaan/kelalaian, sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Format BAST Pengadaan/Perolechan dan BAST Distribusi/
Pengeluaran sesuai format 2 dan format 3 Lampiran II Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 8

Pengamanan fisik Persediaan dilakukan dengan pemeriksaan
fisik penyimpanan barang di tempat yang sudah ditentukan di
lingkungan SKPD/UKPD/UPB, dengan bagan alur sebagaimana
tercantum dalam Bagan 4a dan Bagan 4b Lampiran I Peraturan
Gubernur ini.

Pengamanan administrasi Persediaan dilengkapi dengan dokumen
sebagai berikut :

a. faktur/nota pembelian;
b. BAST Pengadaan/Perolehan; dan
¢. dokumen pendukung lainnya.

Pengamanan hukum persediaan dilakukan dengan melakukan
pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-
pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan persediaan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam

Penyaluran/ Pendistribusian Persediaan

Pasal 9

(1) Penyaluran/pendistribusian persediaan dilakukan dengan

(2)

(3)

ketentuan sebagai berikut -

a.adanya permintaan tertulis dari pemakai persediaan dalam
format SPB;

b. adanya SPPB dari PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB; dan

c. adanya BAST Distribusi/Pengeluaran dari Pengurus Barang/
Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB ke
Pemakai Persediaan.

Format SPB sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai format S
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagan alur Penyaluran/Pendistribusian dijelaskan sebagai
Bagan Perolechan Barang Persediaan/Dropping dari Pengurus
Barang SKPD ke Pengurus Barang Pembantu UKPD/Pengurus
Barang UPB dengan permintaan dan tanpa permintaan
tercantum dalam Bagan lc dan Bagan 1d Lampiran [ Peraturan
Gubernur ini. '

Pasal 10

Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang
UPB melakukan Penyaluran/Pendistribusian barang dari Gudang/
Tempat Penyimpanan dengan prosedur sebagai berikut :

a.

pemakai Persediaan menyampaikan SPB Persediaan kepada
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang
UPB sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari rangkap kesatu untuk
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang
UPB, rangkap kedua untuk Pemakai;

.perdasarkan SPB dari Pemakai tersebut Pengurus Barang/

Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB meneruskan
ke PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB untuk meminta persetujuan
pengeluaran persediaan;

. PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB melakukan penclitian dan

selanjutnya menyetujui dan/atau menolak seluruh/sebagian
terhadap permintaan dari Pemakai;

.dalam hal permintaan pengeluaran persediaan disetujui, PPB-

SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB memerintahkan Pengurus Barang/
Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB untuk
mengeluarkan persediaan dari gudang/tempat penyimpanan dan
menyerahkannya kepada Pemakai dengan disertai BAST Distribusi/
Pengeluaran;

. berdasarkan SPPB dan BAST Distribusi/Pengeluaran, Pe‘ngurus

Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB
mencatat mutasi keluar pada Kartu Persediaan; dan
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f. format SPPB sebagaimana dimaksud huruf (e) sesuai format 6

(1)

(2)

(4)

(6)

(2)

(3)

Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Stock Opname
Pasal 11

Pemeriksaan fisik Persediaan bertujuan untuk menguji
kesesuaian antara pembukuan Persediaan dengan kuantitas
dan kualitas fisik yang dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas
Penatausahaan persediaan.

Pemeriksaan fisik Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB bersama
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus
Barang UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya dan
dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan {isik
Persediaan.

Berita acara hasil pemeriksaan fisik persediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang
waktu pelaksanaan pemeriksaan fisik, lokasi, pejabat yang
melakukan stock opname, jenis barang, jumlah barang
berdasarkan laporan pencatatan pada Kartu Persediaan, jumlah
Persediaan di dalam gudang, kondisi Persediaan dan keterangan
lainnya.

Format berita acara pemeriksaan fisik (stock opname)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai formnat 7 Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.

Bagan alur pemeriksaan fisik persediaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai Bagan 4a dan Bagan 4b Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Penilaian Persediaan
Pasal 12

Persediaan dinilai dengan metode “masuk pertama keluar
pertama” dan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual.

Penilaian Persediaan digunakan untuk pengakuan nilai
Persediaan dan beban Persediaan pada Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Penetapan nilai Persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang digunakan/ditetapkan dalam Penilaian Persediaan.



14

Bagian Kesembilan

Laporan Persediaan
Pasal 13

(1) Pengguna Barang menyampaikan Laporan Persediaan
Semesteran dan Tahunan kepada Gubernur melalui Badan
Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah
sebagai bahan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Persediaan
Semesteran dan Tahunan kepada Pengguna Barang sebagai
bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

(3) Kepala UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya menyampaikan
Laporan Persediaan Semesteran dan Tahunan kepada Kuasa
Pengguna Barang.

(4) Jika dipandang perlu dan untuk kepentingan pengawasan
persediaan secara internal, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang/Kepala UPB Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya
dapat mengatur sendiri jadwal pelaporan secara bulanan dan/
atau triwulan.

(5) Format Laporan Mutasi Persediaan Bulanan, Semesteran dan
Tahunan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/
Pengurus Barang UPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai format 8 Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Persediaan
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Persediaan
diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15
Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan Penatausahaan
Persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dilakukan Gubernur c.q. Sekretaris Daerah dan
dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 16
(1) Pengawasan terhadap Penatausahaan Persediaan dilakukan
oleh Kepala SKPD, Kuasa Pengguna Barang dan Kepala UPB
Sekolah /Puskesmas Kelurahan/Setaranya.
(2) Pengawasan Fungsional terhadap Penatausahaan persediaan

dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.
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Pasal 17
Pengendalian terhadap tertib administrasi pelaksanaan Penatausahaan
Persediaan dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang
dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dan Kepala UPB
Sekolah/Puskesmas Kelurahan/Setaranya.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 18
Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan Persediaan
yvang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak
melakukan kewajiban Penatausahaan Persediaan sebagaimana
Peraturan Gubernur ini, maka diselesaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang—undangan.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71008

Salinan sesuaizdengan aslinya
KEPALA BIRO L UKUM LSEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAER; I:LI_Q;I,USUS\IBUKOTA JAKARTA,

*s(

YAY: AN
NIP 1965@824’ 1694032003

\ii\w/



Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2019
Tanggal 4 Maret 2019

BAGAN ALUR

No.

Bagan

Nama Bagan

Bagan 1

Bagan Pengadaan/Perolehan Barang Persediaan-Pembelian
dari Pihak Ketiga/Rekanan

Bagan Perolehan Barang Persediaan Berupa Hibah dari
Donatur

Bagan Perolehan Barang Persediaan/Dropping dari Pengurus
Barang SKPD ke Pengurus Barang Pembantu-
UKPD/Pengurus Barang UPB (Tanpa Permintaan)

Bagan Perolehan Barang Persediaan/Dropping dari Pengurus
Barang SKPD ke Pengurus Barang Pembantu-
UKPD /Pengurus Barang UPB (ada permintaan)

Bagan 2

Bagan Pemakaian Barang Persediaan-Pengurus Barang SKPD

Bagan Pemakaian Barang Persediaan-Pengurus Barang
Pembantu UKPD/Pengurus Barang UPB *)

Bagan 3

BaganPencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan Pengurus

Barang SKPD

Bagan Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan Pengurus
Barang Pembantu UKPD/Pengurus Barang UPB

Bagan 4

BaganPemeriksaan  Fisik Barang  Persediaan-Pengurus
Barang SKPD

Bagan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Pengurus Barang
Pembantu UKPD /Pengurus Barang UPB

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN
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Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2019
Tanggal 4 Maret 2019

FORMAT SARANA PENATAUSAHAAN

No. Format Jenis Format

1. Format 1 | Format Kartu Persediaan

2. Format 2 | Format Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Perolehan (BAST
Pengadaan/Perolehan)

3. { Format 3 | Format Berita Acara Serta Terima Distribusi/Pengeluaran (BAST
Distribusi/Pengeluaran)

4. Format 4 | Format Berita Acara Serah Terima Dropping/Mutasi antar Unit
Kerja

5. Format 5 | Format Surat permintaan Barang (SPB)

6. | Format6 | Format Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)

7. | Format7 | Format Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan

8. | Format8 |Format Laporan Mutasi Persediaan Bulanan, Semesteran dan

Tahunan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN
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Kartu Persediaan harus diisis dan disimpan secara tertib, teratur dan aman.

Tata Cara Pengisian Kartu Persediaan tersebut sebagai berikut :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e}
(1)
{2)
(3)
{4)
(5)
{6)
(7}
(8)
(9}
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18}
(19)
(20}
(21}
(22)
(23)
(24)
(25)

: diisi dengan Tahun Anggaran

: diisi dengan Nama Barang Persediaan

: diisi dengan Kode Barang Barang Persediaan

: diisi dengan Nama dan NIP Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

: diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

: diisi dengan Tanggal Masuk atau Keluar Barang Persediaan

: diisi dengan Uraian Transaksi Masuk atau Keluar Barang Persediaan

: diisi dengan Jumlah Unit Saldo Awal Barang Persediaan

: diisi dengan Harga Satuan Saldo Awal Barang Persediaan

: diisi dengan Nilai Jumlah Rupiah Saldo Awal Barang Persediaan tanpa PPN

: diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Saldo Awal Barang Persediaan tanpa PPN
: diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Awal Barang Persediaan setelah PPN

: diisi dengan Nomor dan Tanggal Dasar Surat Barang Persediaan Masuk

: diisi dengan Jumlah Unit Barang Persediaan Masuk

: diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan Masuk

: diisi dengan Nilai Jumlah Rupiah Barang Persediaan Masuk tanpa PPN

: diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Barang Persediaan Masuk tanpa PPN
: diisi dengan Jumiah Rupiah Barang Persediaan Masuk setelah PPN

: diisi dengan Nomor dan Tanggal Dasar Surat Barang Persediaan Keluar

: diisi dengan Jumiah Unit Barang Persediaan Keluar

: diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan Keluar

: diisi dengan Nilai Jumlah Rupiah Barang Persediaan Keluar tanpa PPN

: diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Barang Persediaan Keluar tanpa PPN
: diisi dengan Jumlah Rupiah Barang Persediaan Keluar setelah PPN

: diisi dengan Nama Orang/Pihak yang Menerima atas Barang Persediaan Keluar
: diisi dengan Jumiah Unit Saldo Akhir Barang Persediaan

: diisi dengan Harga Satuan Saldo Akhir Barang Persediaan

: diist dengan Nilai Jumiah Rupiah Saldo Akhir Barang Persediaan tanpa PPN

: diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Saldo Akhir Barang Persediaan tanpa PPN
: diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Akhir Barang Persediaan setelah PPN



KOP SURAT SKPD/UKPD

1 wrivvermt o

PEMERINTAH PROVINSt DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pada hari ini

bawah ini:

Nama

Jabatan

PENGADAAN/PEROLEHAN
Nomor: ......cceeuvinns {a)
.......... bulan ............. tahun.........

H (c)

: Pengurus Barang/Pengu

rus Barang Pembantu

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

(b} yang bertanda tangan di

Telah menerima barang persediaan yang diserahkan oleh PPHP/PPK/PPTK/Penyedia

Barang/Pihak Ketiga®)

.......................

(d) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang

Nomor ....... tanggal ........... bulan ............. Tahun ............ (e) sebagaimana daftar terlampir.
Daftar barang yang diterima sebagai berikut:
: Harga
No Uraian Nama Harga Satuan [Volume | Jumlah PPF Setelah |Keterangan
Barang Satuan (10%]} Pajak
B _ (8 (h) (@) i) (k=b%) |(=10%"%) {m=k+]) (n)

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua} untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

PPHP/PPK/PPTK/Penyedia Barang/Pihak

) Coret yang tidak periu

Ketiga/Setaranya*)

Yang Menerima
Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu/Pengurus Barang UPB ¥)

....................................

(a) Diisi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Perolehan Barang Persediaan
(b) Ditsi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Peroiehan Barang Persediaan
(¢) Diisi dengan Nama Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu
(d) Diisi dengan Nama PPHP/PPK/PPI'K/Penyedia Barang/Pihak Ketiga/Setaranya selaku Pihak yang Menyerahkan

Barang Persediaan ke Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(e) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan

()  Diisi dengan Nomeor Urut

(gf Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Diterima
(h} Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima
(i}  Diisi dengan Satuan Barang Persediaan yang Diterima
()  Diisi dengan Jumlah Barang Persediaan yang Diterima
(k) Diisi dengan Jumlah Harga Barang Persediaan yang Diterima
() Diisi dengan Nilai PPN dari Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima

Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima seteiah ditambahkan PPN
(n)  Diisi dengan Keterangan yang periu dilengkapi

(¢) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tehun Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Peroichan Barang Persediaan
(p) Diisi dengan Nama PPHP/PPK/FPTK/Penyedia Barang/Pihak Ketiga/Setaranya selaku Pihak yang Menyerahkan’

Barang Persediaan ke Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(9 Diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB selaku Pihak

yang Menerima Barang Persediaan




FORMAT 2

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOP SURAT SKPD/UKPD

ILUSTRASI PENGISIAN FORM

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

PENGADAAN/PEROLEHAN
Nomor: .....c.coeeeeent (a)
- Pada hari ini ......... tanggal .......... bulan ............. tahun......... {b) yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama L e rhara e aea s {c)
Jabatan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

Telah menerima barang persediaan yang diserahkan oleh PPHP/PPK/PPTK/Penyedia
Barang/Pihalk Ketiga*)......ccccoieeieenne. {d) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor ....... tanggal ........... bulan ............. Tahun ............ {e) sebagaimana daftar terlampir,

Daftar barang yang diterima sebagai berikut:

. Harga
Uraian Nama Harga PPN
No Barang Satuan Satuan (Volume | Jumiah (10%) Sett.elah Keterangan
Pajak
) {g) {h) (d) () (k=h%) 1=10%"%) |{m=k+]) )
1. [Kertas A4 Merk X 50.000 | Rim 3 | 150.000 15.000 165.000
2. [Kertas A4 Merk Y 60.000 | Rim 5| 300.000 30.000 330.000

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, co.covcveeiiiiieiieerieanes {o)
Yang Menyerahkan Yang Menerima
PPHP/PPK/PPTK/Penyedia Barang/Pihak Pengurus Barang/Pengurus Barang
Ketiga/Setaranya?*) Pembantu /Pengurus Barang UPB ¥
........................................ (p) teereeeerrrrernnenerneannrnenneanss (G
NIP

* Coret yang tidak perlu

{r) Diisi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Perolehan Barang Persediaan

{s) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Pengadaan/ Perolehan Barang Persediaan

{4 Diisi dengan Nama Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(u) Diisi dengan Nama PPHP/PPK/PPTK/Penyedia Barang/Pihak Ketiga/Setaranya selaku Pihak yang Menyerahkan
Barang Persediaan ke Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(v} Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan

(w) Diisi dengan Nomor Urut

(x) Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Diterimna

{(v) Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima

(z) Diisi dengan Satuan Barang Persediaan yang Diterima

(ma} Diigi dengan Jumilah Barang Persediaan yang Diterima

(bb) Diisi dengan Jumlah Harga Barang Persediaan yang Diterima

{cc) Diisi dengan Nilai PPN dari Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima

(dd) Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Diterima setelah ditambahkan PPN

(ee) Diisi dengan Keterangan yang perlu dilengkapi

(ff) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Pengadaan/Perolehan Barang Persediaan

{gg) Diisi dengan Nama PPHP/PPK/PPTK/ Penyedia Barang/Pihak Ketiga/Setaranya selaku Pihak yang Menyerahkan
Barang Persediaan ke Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(hh) Diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB selaku Pihak
yang Menerima Barang Persediaan



FORMAT 3

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOP SURAT SKPD/UKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
DISTRIBUSI/PENGELUARAN

NOMOL & viniivveeiieesanaaes (r)
Pada hari ini ....... .. tanggatl .......... bulan ............. tahun......... (s) yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama D ervreree e errea e ceenee (E) ‘ :
Jabatan : Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dari Pejabat Penatusahaan Barang
SKPD/UKPD/UPB*} ............ . Nomor ....... Tanggal ....... Bulan ...... Tahun ....... {u) telah diserahkan
oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB kepada Pemakai Barang
Persediaan, sebagaimana daftar terlampir.

Daftarbarang yang diterimasebagaiberikut:

Uralan Nama Harga Volume PPN Harga Setelahk
No B Satman Satuan Jumlah {10%) Pajak Keterangan
i) {w) = ¥} {2} {as=x*z) |(bb= 10%%aa) |(cc=aa+ bb) (dd}

Demikian Berita Acafa Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, .......... cevrnerans beeanens (ee)
Yang Menyerahkan Yang Menerima
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Pemakai Persediaan
....................................... 4id] evirenrerierarrsarereastasensesaeensras (B8]
NIP NIP

* Coret yang tidak periu
(al  Diisi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Distribusi/Penyaluran Barang Persediaan
‘(b  Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Distribusi/Penyaluran Barang Persediaan
{c) Diisi dengan Nama Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu
(d) Diisi dengan Nomer, Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)
(e}  Diisi dengan Nomer Urut
{)  Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Didistribusi/Disalurkan
{g) Diisi dengan Harga Satuan BarangPersediaan yang Didistribusi/Disalurkan
{h) Diisi dengan Satuan BarangPersediaan yang Didistribusi/Disalurkan
{ii  Diisi dengan Jumlah BarangPersediaan yang Didistribusi/Disalurkan
()  Diisi dengan Jumiah Harga Barang Persediaan yang Didistribusi/Disalurkan
(k} Diisi dengan Nilai PPN dari Harga Satuan Barang Persediaan yang Didistribusi/Disalurkan
() Diisidengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Didistribusi/Disalurkan setelah ditambahkan PPN
(m) Diisi dengan Keterangan yang perlu dilengkapi
(n) Diisidengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Distribusi/Penyaluran Barang Persediaan
{o) Diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu selaku Pihak yang
Mendistribusikan/Menyalurkan Barang Persediaan ke Pemakai Persediaan
(p] Diisi dengan Nama dan NIP Pemakai Persediaan selaku Pihak yang Menerima Barang Persediaan



FORMAT 3

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOP SURAT SKPD/UKPD
ILUSTRASI PENGISIAN FORM
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
PENGADAAN/PEROLEHAN

NOIBOT : .ovvvvirianinanas
Pada hari ini ........, tanggal .......... bulan ............. Tahun ......... yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan . Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

Telah menerima barang persediaan yang diserahkan oleh PPHP/PPK/PPTK/Penyedia Barang/Pihak

Ketiga®) .ooooiviiiiiivnniiinnne sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor ....... tanggal
........... bulan ............. Tahun ............sebagaimana daftar terlampir.
Daftar barang yang diterima sebagai berikut:
Uraian Nama . Harga PPN Harga
No Satuan | Volume | Jumlah Setelah | Keterangan
Barang Satuan (10%} Pajak
{f) {g) (b} ) @) (k =h*%) |(1=%k*10%) |({m =k+]) (n)
1. [Kertas A4 Merk X 50.000 | Rim 3 | 150.000 15.000 | 165.000 )
2. [Kertas A4 Merk Y 60.000 | Rim 5| 300.000 30.000 [ 330.000

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan
sehagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

PPHP/PPK/PPTK/Penyedia Barang/Pihak

Ketiga/Setaranya*)

............

Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu /Pengurus Barang UPB ¥)



FORMAT 4

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOP SURAT SKPD/UKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
DROPPING/MUTASI ANTAR UNIT KERJA

NOMOT % coieiiicicivrccinaneaes {hh)
;a}c:la hari ind ......... tanggal .........bulan ............. tahun......... (i) yang bertanda tangan di bawah
Nama T eieeerrecaiesesieeinean, freeresnanane il
Jabatan :Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Pemberi
Nama D ettt e (kKk)
Jabatan :Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Penerima

Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dari Pejabat Penatusahaan Barang
SKPD/ UKPD/UPB?* ............. Nomor ........... tanggal ........... bulan ............. tahun ........... 1) telah
diserahkan oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UFPB kepada
Pemakai Barang Persediaan, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagal berikut:

Uraian Nama Harga PPN Harg
N
[} B Satu Satnan | Volume Jumlah {10%) Set;lah Keterangan

{mm) (@n) (oo} {ep) (a@ __ fer = oorqq) | (ss = 10%*rm)_| (tt = rrtss) (uu)

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

JaKarta, ..o viienreniiasnniaas (vv)
Yang Menyerahkan Yang Menerima
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pengurus Barang/Pengurus
Pembantu Pemberi Barang Pembantu Penerima
......................................... (ww) reereeeeemsansrereaessresnsennrerans (XX)
NIP NIP

% Coret yang tidak perlu

(a) Diisi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Distribusi/Penyaluran Barang Persediaan

(b} Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Distribusif Penyaluran Barang Persediaan

{c] Diisi dengan Nama Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

(d} Diisi dengan Nomor, Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Perintah Penyaluran Barang (SPFB)

(¢}  Diisi dengan Nomor Urut

) Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Didistribusi/ Disalurkan

{g) Diisi dengan Harga Satuan BarangPersediaan yang Didistribusi /Disalurkan

(h) Diisi dengan Satuan BarangPersediaan yang Didistribusi/ Disalurkan

{ij  Diisi dengan Jumlah BarangPersediaan yang Didistribusi/ Disalurkan

(}  Diisi dengan Jumlah Harga Barang Persediaan yang Didistribusif Disalurkan

(k) Diisi dengan Nilai PFFN dari Harga Satuan Barang Persediaan yang Didistribusi/ Disalurkan

() Diisidengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Didistribusi/ Disalurkan setelah ditambahkan PPN

(m) Diisi dengan Keterangan yang perlu dilengkapi

(n) Diisidengan Tanggal, Bulan dan Tahun Berita Acara Serah Terima Distribusi/ Penyaluran Barang Persediaan

{o) Diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu selaku Pihak yang
Mendistribusikan/Menyalurkan Barang Persediaan ke Pemakai Persediaan

(p}  Diisi dengan Nama dan NIP Pemaksai Persediaan selaku Pihak yang Menerima Barang Persediaan

{9 Diisi dengan Nama dan NIP Pengurus Barang/Pengurus Barang PembantuPenerima selaku Pihak yang Menerima
Dropping/Mutasi Barang Persediaan Antar Unit Kerja



FORMAT 4

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOP SURAT SKPD/UKPD

ILUSTRASI PENGISIAN FORM
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
DROPPING/MUTASI ANTAR UNIT KERJA

NOTHOT [ iiviiviiieieeeneees
Pada hariini......... tanggal .......... bulan ............. Tahun ......... yang bertanda tangan di bawah ini:
Jibatan  emgines Barang] Fengiras Barang Pembantu Pemberi
Nama i
Jabatan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Penerima

Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dari Pejabat Penatusahaan Barang
SKPD/UKPD/UPB¥) Nomor........... tanggal bulan tahun telah
diserahkan oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB kepada
Pemakai Barang Persediaan, sebagaimana daftar terlampir.

................................................

Daftar barang yang diterima sebagai berikut:

raian Harga
No U Nama Harga Satuan | Volume Jumlah PPN Setclah |Heterangan
Barang Satuan {10%}) Pajak
¥) {w) (x) v) (z) (aa =x*z] |(bb=aa*10%)] |(cc = aatbb} (dd)
1. [Kertas A4 Merk X 50.000 Rim 3 150.000 15.000 165.000
2. [Kertas A4 Merk ¥ 60.000 Rim 3 300.000 30.000 330.000

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua} untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu Pemberi

..........................

...........

Yang Menerima
Pengurus Barang/Pengurus
Barang Pembantu Penerima

.....................................



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOP Surat SKPD/UKPD

FORMAT 5

No: ..o, J o, [ e (a)
SURAT PERMINTAAN BARANG (SPB)

No. Uraian Nama Barang Jumlah Permintaan Keterangan

(b) {c) (d) (e)

1.

2.

3.
dst

Jakarta, ........cooeeveiiniinn, (f}

Mengetahui

Unit/Kabag/Kabid /Kasubbid /Kasie *)

..............

PetunjukPengisian:

*)  Coret yang tidak perlu

(2) Dilsi dengan Nomor Surat Permintaan Barang Persediaan

(b) Diisi dengan Nomor Urut

() Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Diminta

Yang Meminta

..............................

(d)  Diisi dengan Jumlah Unit/Volume Barang Persediaan yang Diminta
(¢)  Diisi dengan Keterangan yang Dianggap Perlu

()  Diisi dengan Tanggal Permintaan Barang Persediaan

(g} Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Unit/Kabag/Kabid/Kasubbid/ Kasie*)

(b}  Diisi dengan Nama dan NIP yang Meminta Barang Persediaan




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOP Surat SKPD/UKPD

FORMAT 5

No: ........... [ e, [ e (a)
ILUSTRASI PENGISIAN FORM
SURAT PERMINTAAN BARANG (SPB)

No. Uraian Nama Barang Jumlah Permintaan | Keterangan
(b) () (d) (e)

1. | Kertas A4 Merk X 4 rim

2.

3.

dst

Jakarta, .....occoivviinininiiinnn. ()

Mengetahui
Unit/Kabag/Kabid /Kasubbid/Kasie *) Yang Meminta
.................................. (8) OO PPN (10|
NIP. NIP
Petunji..lchngisian:

* Coret yang tidak perlu
(i Diisi dengan Nomor Surat Permintaan Barang Persediaan
(i}  Diisi dengan Nomor Urut
(k}  Diisi dengan Uraian Nama Barang Persediaan yang Diminta
{}  Diisi dengan Jumlah Unit/Volume Barang Persediaan yang Diminta
{m} Diisi dengan Keterangan yang Dianggap Perlu
(n) Diisi dengan Tanggal Permintaan Barang Persediaan
(o) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Unit/Kabag/Kabid/ Kasubbid/Kasic*
(p} Diisi dengan Nama dan NIP yang Meminta Barang Persediaan



FORMAT 6

PEMERINTAH PROVINSI DK| JAKARTA
KOP SURAT SKPD/UKPD

SURAT PERINTAH PENYALURAN BARANG

(SPPB)
033370 ) o {a)
Pada hari ini ......... (1) tanggal ........ (2) bulan ....... (3) tahun ......... {4), yang bertanda tangan di
bawah ini;
Nama SR (5)
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Barang-SKPD/UKPD/UPBY¥)
(PPB-SKFD/PPB-UKPD /PFB-UFB)*)
Berdasarkan Surat Permintaan Barang (SPB) dari Unit/Kabid/Kabag/Kasubbid/Kasie ....... {6)
SKPD/UKPD/UPB ....... (7) Nomor ....... (8) tanggal ........ {9) bulan ......... (10) tahum...... (11) dengan

ini diperinta%lkan kepada Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB *)
untuk mendistribusikan /mengeluarkan barang persediaan, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang persediaan yang didistribusikan /dikeluarkan scbagai berikut:

No. | Uraian | Jumlah Barang | Harga Jumlah Keterangan
Nama | Volum | Satua Satua | Tanpa PPN PPN 10% Jumliah
Baran |e n n (Rp) (Rp) ® ! Setelah PPN
g
(12) (13) (14) (13) (16) (17)=(14x16) | (18)={17) | (19)=(17+18) {20)
x10%
1
2.
3.
dst
e Jumlah |
v oo- . .. Jumlah Total |

Demikian Surat Perintah Penyaluran Barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian:

*  Coret yang tidak perlu

()  Diisi dengan Nomor Surat SPPB

{b}  Diisi dengan Tanggal Penerbitan SPPB

{1}  Diisi dengan Nama Hari Penerbitan SPPB

{2}  Diisi dengan Tanggal Penerbitan SPPB

(3) Diisi dengan Bulan Penerbitan SPPB

(4}  Diisi dengan Tahun Penerbitan SFPB

(5) Diisi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/ PPB-UKPD/PFPB-UPB)
{6)  Diisi dengan Nama Orang pada Unit/ Kabid/Kabag/Kasubbid/Kasie yang meminta pengajuan SPB
(7}  Diisi dengan Nama SKPD/UKPD/UPB yang Mengajukan SPB

(8)  Diisi dengan Nomor Pengajuan SPB

{9)  Diisi dengan Tanggal SKPD/UKPD/UPB yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

(10} Diisi dengan Bulan SKPD/UKPD/UPR yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

(L1} Diisi dengan Tahun SKPD/UKPD/UPB yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

{12) Diisi dengan Nomor Urut

(13) Diisi dengan Nama Barang Persediaan

{14) Diisi dengan Jumlah Volume Barang Persediaan yang Dikeluarkan/ Disalurkan

{15} Diisi dengan Satuan Barang Persediaan yang Dikeluarkan/ Disalurkan

{16) Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disalurkan

{17) Diisi dengan Nilai Jumlah Rupish Barang Persediaan tanpa PPN yang Dikeluarkan/Disalurkan
{18) Diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disalurkan tanpa PPN
{19) Diisi dengan Nilai Jumish Rupiah Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disalurkan setelah PPN
{20} Diisi dengan Keterangan yang Dianggap Perlu

(21} Diisi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB)
[(22) Diisi dengan NIP Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB|



FORMAT 6

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOP SURAT SKPD/UKPD
ILUSTRASI PENGISIAN FORM
SURAT PERINTAH PENYALURAN BARANG
(SPPB)
NOMOr: o e, (a)

Pada hari ini ......... {1) tanggal ........ {2) bulan ....... {3) tahun ......... {(4), yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama D e s {5)
Jabatan : Pgjabat Penatausahaan Barang-SKPD/UKPD/UPB¥)

(PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB)*)

Berdasarkan Surat Permintaan Barang (SPB) dari Unit/Kabid/Kabag/Kasubbid/Kasie
SKPD/UKPD/UPB ....... {7) Nomor ....... {8) tanggal ........ (9) bulan ......... {10) tahun...... {11) dengan
ini diperintahkan kepada Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang UPB *)
untuk mendistribusikan /mengeluarkan barang persediaan, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang persediaan yang didistribusikan/dikeluarkan sebagai berikut:

No. ; Uraian Nama | Jumlah Barang | Harga | Jumlah Keterangan
Jumilah
Barang Volu Satuan | Satuan | Tanpa o
PPN 10% | Setelah
me {Rp) PPN
PPN
(Rp)
{12 (13) {14) (15) (16) (17)=(1 | (18)=(17) | (19)=(17 (20)
) 4x16) x10% | +18)
1. [Kertas A4 MerkX | 50.000 | Rim 3 | 150.000 15.000 165.000
2. [Kertas A4 MerkY | 60.000 | Rim 5 | 300.000 30.000 330.000
3.
dst
- o - Jamlah !
-~ Jumlah Total ;

Demikian Surat Perintah Penyaluran Barang ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian:

¥ Coret yang tidak perfu

(a} Diisi dengan Nomor Surat SPPB

{by  Diisidengan Tanggal Penerbitan SPPB

(1) Diisi dengan Nama Hari Penerbitan SPPB

(2)  Diisi dengan Tanggal Penerbitan SPFB

{3)  Diisi dengan Bulan Penerbitan SPPB

{4)  Diisi dengan Tahun Penerbitan SPPB

{5)  Diisi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/FFB-UKPD/PFB-UFB)
(6) Diisi dengan Nama Qrang pada Unit/Kabid/Kabag/Kasubbid/Kasie yang meminta pengajuan SPB
(7)  Diisi dengan Nama SKPD/UKPD/UPB yang Mengajukan SPB

(8)  Diisi dengan Nomor Pengajuan SPB

(9)  Diisi dengan Tanggal SKPD/UKFD /UPB yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

{10} Diisi dengan Bulan SKPD/UKPD/UPB yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

{11} Diisi dengan Tahun SKPD/UKPD /UPB yang Mengajukan SPB Pengajuan SPB

(12} Diisi dengan Nomor Urut

{13} Diisi dengan Nama Barang Persediaan

{I4) Diisi dengan Jumlah Volume Barang Persediaan yang Dikeluarkan /Dis alurkan

(15) Dilsi dengan Satuan Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disalurkan

(16) Diisi dengan Harga Satuan Barang Persediaan yang Dikeluarkan/ Disalurkan

(17) Ditei dengan Nilai Jumlah Rupiah Barang Persediaan tanpa PPN yang Dikeluarkan /Disalurkan
(18) Diisi dengan Nilai PPN dari Jumlah Rupiah Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disalurkan tanpa PPN
(19) Diisi dengan Nilai Jumlah Rupiali Barang Persediaan yang Dikeluarkan/Disaturkan setelah PPN
(20) Diisi dengan Keterangan yang Dianggap Perlu

(21} Diisi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPB)
(22) Diisi dengan NIP Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB-SKPD/PPB-UKPD/PPB-UPE)



In3LIq redeqos [Isey uesedepust 1ey ‘(puwoudo yools) Fuereq yIsy uresyLowod
[ISey uexieseptoq ‘Buereq snindusw njun uessednyp o regduel, - unyel, JOWION ****7 muegqny uesmndoy] ueMIesepIsg

................... : &HHZ”

................... : eureN

.................. . mHZ
.

.................. . BUIBN

"910 Blo[exIP Sued {puwudo 30035} UeeIposiad Suereq esTs seje jedwoles uresyuowad Ueynye[OwW
rwey ‘qesdeq AMIN Suereg ueeoefusd Uewopsd Suelusy 9107 UNUe], 6] JOWON L19ZopN wepeq LIPIUSA UBInjeIdd uedusp Ienssg

................... : dIN

................... : BUEN

”..H.C”M .H\.—.ma.mﬁu—, ..H.mv gmguw .mqumﬂhwﬁw mgkﬂ .......... HHS.—.‘#.@'H\ ......... gmHsm ......... ,m,mmwﬂ,m“_r ......... ..H.C”..h ‘.H.H,m.ﬂ.. .mv.mm

| | NEE | M | |

.............. "TOWION

(OSVH/AWVYNLO MD0LS VIVOV VINRIAY)
MISIA NVVSMRIFINGd VIVOV VIRIad

AdN/AdMS LYHNS O
VLAVMVI VIOMNEI SNSNHY HYA3VA ISNINO¥d HYLNIM3IN3d

L IVINHOA



.....................................

dIN
................. m Hz Suereq
B .ﬁms.mw.ﬂ— 2.1 BSEN m.ﬁﬂ.m e U Swmno ............................
mreqiuad . ﬁsnmwwmnoﬁ . d
Suereq snunfuad /Sueleqg sninsuag ’ ddyn/adiAs-9dd
esiLadig Swex . eSYLIdWS]

"UBBIPIsIad NILEY UsWNHOP werep
wesifesio) euewireSeqas JYNy opres ednisq njred nduwepis; ueeipesiad Suereg stual Jod (pwwudo 3003s) sy ueesyUowad [Isey UeIDURY

TR o &

18
XXX KX qedureg speqota - AWK
39y Yeyrd /yeqerelsely
XXX p.o.3 4 aY ueqYeIosip XXX X' 1T
#ued Fuereg ueepesied
VANNIV1 —
XxX XXX DNVIVE NVVIQESHAd XXXXXTY
xnX XXX 18Q - MXMKXH KK
xnX KXK Tera)el - o P PP
XXX XXX O¥suelad - XX XXX XX
eiuuye] sod epuag uep
XXX XXX Texajely ‘oxfunerad ueeipasiagd XXXXXT'T
XKW XUX 1sp - MK XA
XXX XXX A1 Xapuld - 0.9 6.9 ¢ P44
XXX HXK JojuLyd el ], - XXX UXXXK
XXX XXX o ey - XXX XXX
XXX HXK ¥ SeLIDY - XXX XXX
oo 4 p.o. o 4 I0luey SHN]L e[y uenipasiod XXXXX'T'1
SIgvH P
XXX XXX IVYVd NVHVE NVVIQEsydd XXXXXT1
d aTnoA
sﬁuaoﬁmhﬁaﬂﬁ %01 Ndd &hwﬂfﬁﬂh (dy) wen3ug FeTIN [y yeymnp westposiod Suieg vwEy Buereg opoy

QAdMN/AdAS LVENS dOM

F_.m(v_t_. V10MN8l SNSNHY HYH3VYd ISNIANO¥d HVINRIINEd



mpubquisd Buving smunbuad /bubivg srunbuag uvyppyiuvbusd Bupusy muiaqnd ubpsmndayy ppbbup] “owop uvbuap s (6}
nyLIeq redeqos [1sey uesjedepusws ey ‘(pwoudo yo01s) Buereq sy ueesyuatad

[ISey ues{resepiaq ‘Suerleq sninsuawi jMun uessesnyp (g) essdue unygl v JOUWION “**'*- muraqny uesnindoy] uesresepiog
mupquad Bupsog stunbuad /Buviog srunbusg JIN upBusp isiq (g) =t trerrr e : AIN

mupquag buniog srunbuad /Buniog srunbusg vuwoN upbusp ISug (g} et : BUIBN

(AN /AdNS-8dd) Buning uovypsnopuad 10qofad JIN UDBUSD ISH (9) ++w* rrrrerree : dIN

(@310 /Ad3S-Edd) Bupmog upnynsnoIpuad 1I0Gufad DWDN UDBUBP ISI(T () *w=rwrrrrirres T BweN

‘(310 elo1ax1p Buek (pumudo yooys) ueerpasiad Fuereq esis seye yeduwales ueessuowad wesTnIE[oWw
ey ‘yerdeq NN Suereg uee[O[OSUS] UBWOPSd SUBIUA} 907 UNYBL 61 JOWION LIOSoN wefe LOJUSN Ueinjerdd ueSusp rensog

Buvipg vunbbusg nsony /Buvipg vunbbuag JIN UDBUSP ISIT () 1ot trreereeeree- . dIN

Buvipg punbbusd psoryy /Bupipg ounbbuag vwnN UDBUIP ISIT {§) *roreerre e : BUIBN

(swpudq 3001S) HiSid UDDSYUBWAY UDDUDSYDID] HUD ] upbBuap 1su(7 (7}

TUT EMEq D QNWCS epueLIag Suek AN:HNM&OH..MU& .......... unyeL, et uBg e ﬂmwmﬁ.m.b ......... Ul ey Bpeq
OSVE +owoN upbuap 1suqg () ==+ IOUION

(OSVE/AWYNIO MD0LS VAVOV VIRIag)
HISTd NVVSHINHEWNAd VIVOV VIINEd

WOH NVISTONH ISVILSIIT
WIOA NVISEONHJ ISYEILSNT

QNS LYHNS dOX
& |

VLAVOVI YLOMNEI SNSNHN HYNIAVG ISNINOYH HVANINAWId [ astcirl



1000001

e lud

000000 000007
eFneH quyId/yeeiedsey
. . ay uexqerasip XX'XX'X'T1
000°001°T 000°000°T S duef 3uvreg uevipasieg
000°'000°1 S YANNIVI ey o
DNVVE NVVIQESNAd XXX
000'99 000’9 000°09 000'9 IBQUIST O Telayen - XX XX XX XX
000°¢¢S 000'S 00008 000°S Jequra] 01 OYsUBIad - XX XX XX
. . eduure] sod epuag wep e
000121 000’011 0¢ Tezayely ‘oxSuuiag ueerpasog XX'XXXT'T
000°'SS 000°S 000°0% 000°S¢ jun g I Xapulg - XXXX XX XX
000099 000709 000°009 000002 [0log ¢ JIajuLrg ejunl- XX XX XX XX
000°861 000°81 000°081 000709 wLr g 4 SBLIFY - XX XX XX
000°011 000'01 000001 00008 Wiz g +V SBMIY - XXX XK
000'€Z0'T 000°0t6 01 i03uey SInJ e[y ueerpasiag XX'XX'X'T'T
i . SIavH ey e
000 #1°1 000°010°1 o€ IVMIVd NVHVE NVVIQasaad XXX
unppassed psis
UDDIPASI] Ny sistf unpsyuswad
ppod unopasiag DS upypovIusd
ct) %Ok} osIS n1spY Lop yajouadip . .
+ (&) N unbusp .Huﬁ.mc unbuap (ki) ropn IPU LUBD Yajoladip Bunfi‘unmpas.iag fiaq YO0p00 WP unyifvs.iay HT{LH2q 1000 Womp
ISHD NJd UDI919S 1SHD %407 unbuap isup (dy) Ndd Bunf unmpss.ag _m:uu.um vupuapbngss uppun upbuasp unYDSI] DUDUPBYQaS upN
) mEE&; woloyy Ndd Ew?& PAUR] YORUTP Uiojoy] Bup.ng vordmy awnoy) /uun UDDIpaS.ad Bupdog puny unbusp upbuap UDvIPasiad buiog apoy
©r) (1) {+1) e v Suop — :u_.mzmv ISHD UDDPIsIad Buning vWDN 1010y UDBUBD ISP Bunipg apoy woeyy
1SHP (1) RN wooy | 1smp swmjo) /uup) (ro) for)
1) YDIUN, Wopoeyy
zi)
Ndd (d¥) Ndd smnjop
qepeIsg Tepump %0T Ndd eduay, qepornp (dy) aenjeg reiN / w¥uq germng aeeipasiag Sueiey ewey Bueieg spoy

VLAVAVE VLOMNEl SNSNHY HYY3VA ISNIAOYd HY LNINIW3d

AdXMN/AdHMS LYHNS O




Fup.mg punbbusg vsony
/Bupaog punbbuad JIN upp DDA unbuap s (97)

dIN

fuereqg runddusg eseny /suereg eunsdsuad

MyUeldsuan
munquag buvipg srunbusd /Bunaog {ad>in /adys-add) funing
srumnbuag JiN uep vwny upbusp s {s1) uppypSNILUS J0qDlad JIN UDP DWBN upbusp 1S (+1)

dIN dIN

Am .m V ....................... et ra H.THV ............................

nuequsg ‘
Suereg snunsuad /Suereg shunguad adin/adys-€dd
esyuedig Sue) _ BSH LWL

"“UBRIPaSISd NIIey USWINOP We[ep
uesIfesIo) euewreSeqss Uy opres ednisq myek ndurepio) ueerpasisd Suereq stusl 1od (pwoudo yo03s) Misy ueesiuLswWwad [ISBY UBIOUIY

AdMN/ADAS LVINS dOA

VLMVIVE YLONMNEI SNSNHY HYYIVA ISNINONA HYANRIEAWID | wteter

&



njuequag

Buereg sninduad /Fuereg sninfusg Juereq eundBuag eseny]/Buereq eundfusg
............................. a.@“(ﬁ.@%h
T®30L yeymng
epamy
/g
v -
RIGLVIR/NYHVE quum.m
NYVIQZeudEd
" XX
¥d WAKAKS
. XX
TN | ey
. KX
ORBIEIRT - | ey
winupy
s0d wpraq X
vepesey ‘fon® [ XWR T
M dusepaseg
" KX
hida ] W WH
_ pied
2 SIS WHKHKK
_ XX
Y SELIY WHURNK
1030y e XX
LMyuRdiposiag KXX'T'T
BIEVH XX
IVHAYd NYHVE TR
NVVIQEsuad v
1
T+T w01 loz {133 %0T {144 [£41 %OT forx (123 %OT (154
Do | weeize) | wortic) toz) tet} sothlant | wiomelzr) | wrkiom | WU | ®Y | grvten | xtrnefen | elstrn) fot} 6 | oig) | xiollz) | phate) | 9 v e} @
1)
Ndd
) (du) Ndd {dar) ()
- w0t ﬁ..“ NV - [ i) Nad wﬁh LN :...nw___ Kdd {dx) umn | HWM wor | M4V | wv | uma
1LE8 Hdd VANVL nLve HYTIRAP HVTHLES %0T Ndd VdANV.L v HY YIaLas %071 Ndd YdNvL RYOLYY HY ALHS Nad dRV.L nLve HV By Spon
HY HYTHROD ve HVINOC HYINOAL | o WAL | e H VOuVH T_Ar HY HY v RO e
T HVE viane TRAD TROr BEYH N
nr
HIHNY 0QTVE WuYaaM HOSYIAL TYAY OOTVE EVVIQUSTJONVEVE
e g e :uerng
(NVNVING)

NVVIISYAd DNVAVH ISVLON NVIOdV]

AdAM/QAdAS 18NS dOM

VLHVUYF V1OMNE!I SNSNHY HYY3VA ISNIAOY HY.LNRNZWAd
8 LVIWHO4




Ndd Ye[s13s ueelpasiad dueleg JIPly opjes yeidny Yepwnr ueBusp 1sip : (€7)

Ndd eduel ueelpasiag Sueieq JIyjy opjes yeidny yejwnr Lep Ndd (BN ueSuap ssip : (ze)
Ndd edue; ueeipasiad Sueseg Ayyy opjes Yerdny yejunr 1eiN ueBuap isup : (17)
uee|pasiad Sueleg Jiyyy opjes uenies eBiey ueBuap isup: (07)

uee|pasiag ueieg JIy Op[eS UM Yepung ueduap isip : {6T)

Ndd Y2[31as Jen|ay ueeipasiad Sueleq yeidny yejwnr veduap 1sitp : (8T)

Ndd eduei senfay ueeipasiad Sueleg yeidny yejwng uep Ndd 'e|IN uesuap isip : {£1)
Ndd edue; Jen{ay ueelpasiad Jueieg yerdny yepuns reyin ueBuap tsup : (9T)

. Jen(a)y ueeipasiag dueleg uenies eSiey ueduap isup @ (GT)

Jden|ay ueelpasiad Sueleg Mun yejwnf ue3uap isip : (pT)

Ndd 4e|23as ynseiy ueelpasiad Bueldeg yeldny yejwnr ueduspisip: (g1)

Ndd eduelynsewy ueeipasiad Sueieg yeidny yejwnf uep Ndd 1ejiN ueSuap isiup : (z1)
Ndd edueyynseiy ueelpasiad Sueieq yerdny yejwni 1epiN ue8uap isnp : {TT)

ANSE ueelpasiad Sueleg uenies ediey ueBuap isup : (0T)

Anse ueelpasiad Sueseg uup yejwnr ueduspisip: (g)

Ndd Yejalas ueeipasad Sueieg |emy opjes yeidny yejwnrueduap isip: {g)

Ndd eduel ueeipasiag Sueseg [emy opjes Ueidny Yejunr 1ep Ndd tejIN ueduapisup: {7)
Ndd eduey ueeipasiad Bueleg jemy op(es yeidny Yejunf repn ueluaptsup: (9)
ueeipasiad dueleg |emy opjes uenjes eSley ueSuap isitp: {g)

ueeipasiad Sueieg lemy opjes Hup Yejwnfuedusp isiup: ()

ueeipasiad Sueseg eweN ueduap isup: (g)
ueeipasiad Sueieg apoy ueduap isup: (7)

ueelpasiad durieg a0 Jowop ueBusp isup: (1)

nuequiad dueseg snuinduad/3ueleg snuinusd dIN uep ewen ueduapisup: (q)

Sueseg eund8ua4 eseny/Fueseq unFBulad 4iN Uep ewen ueduap sup: {e)

> 1mjuaq ledeqas {ueunye) ueeipasiad Sueleq jseiny uelodet uesiduag eies e1e)

"qila) Uep npjem 1edal eiedas uexsode|lp sniey (ueunye ) ueelpasiad Sueleq 1Semniy uesoder

AdXN/AdAS 18IS dOM
VIYVTMVE VLOMNEl SNSNHM HYY3IVA ISNIAOYd HY LNIN3WId

s



njueqiuaJ Suereq

sninfuag /Buered sningusg Suereqg vundsduag Bseny /3uerey vundsuad
---------------------- nwgﬁh
T®o) yemme
ey
md
G .
WALVIN/NVHVE uuﬁum uﬁn
NVVIGESSEd
- XX
¥ o
A X%
IV | e
= B X%
CATERIN T wwx
AT
sogd epuag X
P .oxwuas XTI
EO&E‘M‘E
_ xx
¥ wweax
) XK
P& sEe) NN
- X%
$Y seey XX RN
IO SE, XX
Jepymewpessag | XXXT'T
SIEVH
IVHVd NVHVE Xx
NVVIQESEHd | XX LT
ROT™ Tozx [ 3 Teix £33 %01 Tot [ T
te=(zz) | srd=in) lozh lsl testielar) | xloten) | sridor) (=1) 1) tidext | xtrcelen) | xeidpn) fo) i) sicter | (omn | bier il il (&) =
(@) ) Nad @l 1
ot P nv — () nad 0 waq | {93) umg | ) udd o) ima | awi B wv | nm
Nia vawer, | 00¥® | ponhe | Heisigs | worsed | vawva | woave | o my | M wOrKdd | vawvi | svoive w | wms | %01 nivs waree opoxt
ki v HYTRAC HVINNS | VouvR | TRAC uﬁﬁww H VOUVE T Y kaa bukded v vinor
TRIVH YINDS ™=Har Ror DIVH
UIHY OTTVE HYNTIH HASYH VMY OOTVE AVVICTESAIDNYHYE
ceeeee gTRY T 1I0)SOWIOS
(NVIALSHNAS)

'NVVIGESHHd DNVIVH ISVILAN NVIOdVT

-AdNN/AdAS 1BING dOM
VLAYV vLOMNEl SNSNHY HYY3VA ISNIAOYd HVYLNRI3INId




dd Y2195 Ueepasiad Sueieg Jipy oples Yeidny yejuwnf uedusp isup (€2)

Ndd eduet ueeipasidd Sueteg Ay ogm.m Yerdny yejwnr uep Ndd [e[iN vesuap ispp : (zz)
Ndd edue) ueeipasiad Bueleg syNy Op|es yeidny Yejwng (gjiN ueBuap isiip : (17)
ueelpasiad Bueueg Jiyyy oples uenjes efueH ueduap |sip : (o7)

ueeipasiad Sueseg iy opjes Hun Yejwnr ueduap Isiip : (6T)

Ndd Ye{o1as Jen|a)y ueeipasiad Sueseg yerdny uyejwnr ueSuap 1sitp : (8T)

Ndd edue) Jenj) ueeipssiagd Bueseg yeidny yejwns ep Ndd tepiN veBuapisp : (£1)
Ndd eduej Jen|ay ueepasiad Sueleg yeidny Yejwnr tejiy vesusp 1siup : {o1)

Jensy ueelpasiad Sueleq uenjes eSieH ueSuap isip : (5T)

Jen|ay ueeipasiad Sueseq un Yejwnr ueduap isyp : ($1)

Ndd Ye|a18s ynsely ueelpasiad Bueleg Yeidny yejwnr ueduap (sup @ (£T)

Ndd edues ynsely ueelpasiad Bueseg yeidny Yepunr Lep Ndd 1e)IN veBuap isup: (Z1)
Ndd edue) ynsely ueeipassag Bueseg yeidny yejwnr N uesusp isip : (17)

ANsSe ueeipasiad Bueleg uenies edrey veSBuap 1sup : (o1)

Ansey ueeipasiad Sueseq Jun yeinr ueduap isip :

Ndd Ye}913s ueeipasiag Sueseq [emy opjes yeldny Yepuny ueBuap isip :

Ndd eduel ueeipasiad Sueieg |emy op|es yejdny Yejwng Liep Ndd 12|IN ueSuap 1si
Ndd edue; ueetpasiad Bueieg |emy opjes yeidny Yejwnr 1e|iN ueSuap isyp :
ueejpasiad Bueleq |emy op|es uenjes eBiey ueSuap 1sup :

uee|pasiad Bueleq |emy Opjes Jun Yepwnr ueduap isup :

uegipasiad Bueseq eweN ueduap 1sup :

ueeipasiad dueseq apoy ueBuap isup

ueelpasiad Bueleg 1 JowoN ueduap 1sup:

njuequad dueseg snunduad/Bueleg snunBuag d(N uep eweN ueduap tSiip
Bueieg eundBuaq eseny/3ueieg eunsuag 4|N Uep eweN ueSuap 1sip

(6)
(8)
{£)
{9)
(S)
{v)
(€)
(z)
(1)
(9)
()

1 Inyliaq 1eBeges (uelB3saWaS) ueelpasiad Sueley selnpy ueiode ueisiBuad edey eig)
'giue3 uep niem jeds] eiedas ueaode)ip sniey (UBJ3ISaWBS) UBRIPasIag Sueleg iseIn|y urioder

AdXN/AdAS 18inS dOM
VLIAYMVTE VLOMNEl SNSNHM HYH3vaA ISNIAOYNd HYLNIRIGW3d




c.w A ................................. w Auv A ................................. w
njuequiad suereg
shangduad /Sueieg shunguag Suereq eundduad eseny /Suereg sundBusg
...................... -.erH.mV.—.-th
T&30.], Yerwnrs
qemmp
150
™I .
waLvi/Nveve | XXXX
NVVIGASHEL
X
seq -
PO XNKXRX
XX
Telalw -
PR seaxix
asfBuerad - XX
PR sexnnx
LLC
o wpuog
XX
HUUPIeIaIE
oxwm WEKTT
%
57 -
¥4 xxxxxx
o
b4 SBISY -
4T xwwxx
e
TRUIY -
P IR xwwxx
Ioywey ST, xx
WyIERpesied | XX'XT'L
SIavH XX
IVHVA NVHVE | oo
“ . . - H : NVVIQZSuzEL t
F3 1 [-3¢.4 T+ %oy 439 & %O
teuge) | etiie) | 0 fe1! totllan | otmiin | yrinon) s BU | giden) | xiemsisn | xehltn for! O | aie) | ek wm..__% had w el )
() I M Idu)
%ot i Y Lmn e Nad 0 wee | ) | oo | SO udd o ol Rl IR Bl B e
Had VANV Dh#aqm HYTRAP “..ﬂlh-n“u 0T Ndd ﬂﬁ_“_“.u EVaLYR HY Mﬂ“ﬂnﬂw %01 Rdd (F—.:..-..-_.u\ NYQLVE J“MH ﬂ“ﬂd nat NYL _Pﬂ.; vIHAr ey poy
HYINAr | ey VRO TROe ﬁ CAVH
HIHHY OQTVE uvaTad AnBYIE TYAY OGTVE . AVVIIIS T dDMvIIY
......................... unye,
(NVNOHVY.L)

NVVIAISYHd DNVAVH ISV.LAN NVIOdV']

AdXMN/AdMS 1einsS dOM
YLHVAYT YLOMNEl SNSNHMY HYY3VA ISNIAOHd HY LNIY3W3d




Ndd Ye[219s ueeipasiad Sueieq Jyyy opjes yeidny yejwny ueduap istp : (£2)

Ndd edue) ueeipasiad Sueieg Judy opjes yeidny yejuny Lep Ndd 1e[IN UeBusp sup : (zz)
Ndd edue) ueeipasiad Buesegq Sy opjes yeldny yejung iy ueduap 1sip : (1)
Ueelpasiad Sueleg siydy op|es uenies ediey ueduap 1s1p : (0T)

ueeipasiad Sueleg iy opjes nun yepunr ueduap sup : (61)

Ndd Ueja1es Jen|ay ueeipasiad Sueeg yeidny yejwng ueBuap Isip : {8T)

Ndd eduel jenjoy ueeipasiad Sueleg yeidny Yejuny LUep Ndd 18)IN ueBuap isup & {£T)

Ndd eduel.ien@y ueeipasiad Bueleg yeidny yejwnr iepN ueguap isup @ {91)

Jen|ay ueelpasiad Sueleg uenles ediey ueduap 1sip : {§T)

Jen|ay ueeipasiad Suelteg uun yejwng ueduap sup : {H1)

Ndd Ue|2195 Inseip UBepasiad Sueleg yeidny yewnr uefuap 1sip : (€1)

Ndd edugl ynsep uee(pasiad Sueleg yeldny Yeiun( LIep Ndd (BN uesuap 1sup : (Z1)

Ndd eduel ¥nseln ueeipasiad Sueleq yeydny Ye|wnr ieiN veduap isip : {TT)
WNSEA UeRIPBSIad Sueseg uenles efiey ueduap 1sup : {07)
ynse(p ueeipassad Fueleg Hun Yejwns uesuap isup - {6)

Ndd Yej219s ueelpasiad Sueleg |emy opjeg yeidny yejwnf ueguap isup :

—r

Ndd eduel ueeipasiad Sueleg [emy op(es Yeidny Yejuns Lep Ndd (eiN ueBusp isup < {£)

6
8
L
9)

Ndd edue) ueeipasiad Bueseg [emy oples yerdny yejung iejiN ueduap s)p
ueeipasiad Bueseq |emy opjes uenies ediey ueduap (siip :
ueelpasiad Sueleq [emy oples Hun Yepung Ue3uap isip .

—

{
{
{
{

{s

{v)
ueeipasiad Buerieqg ewen ueduap isip: {g)
[4)
I

uerlpasiad Surieg ynun Jowon ueduap isip

—

{
ueeipasiad Sueseq apoy ueBuap Isiip {
{
{

njuequiag Sueleg sninduad/Bueieg snunduad diN uep eweN ueduap (spp: {q)
Jueseg eun33uad eseny/Suereg unddulad dIN uep ewey ueBuap jsup (e}

: Imuag 1e8eqas (Ueuejhg) Uee|paslad Bueseq iseIn |y ueiode] uelsiduad ele) ele|

‘qI9) uep hpjem jeda) esedas ueyiode|lp sniey (Ueue|ng) ueepasiad dueseg iselny uelode

QdXN/AdAS ¥eins 40X
VLUVIMVYT V1OMNElI SNSNHY HYY3VYA ISNIAOYd HV.INIRMIINTd




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051

